

Halaman … dari ….

	RENCANA ANGGARAN SATUAN KERJA
	S3B3

	Provinsi/Kabupaten/Kota …….

Tahun Anggaran …

	Bidang Pemerintahan
	:  xx 
……………………………………………………………….

	Perangkat Daerah
	:  xx . xx
……………………………………………………………….

	RINCIAN ANGGARAN BELANJA BAGI
HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN

	KODE REKENING
	URAIAN
	Jumlah

	1
	2
	3

	2
	
	
	
	
	
	
	BELANJA
	

	2
	01
	03
	4
	
	
	
	BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN
	

	2
	01
	03
	4
	1
	
	
	BELANJA BAGI HASIL 
	

	2
	01
	03
	4
	1
	1
	
	Belanja Bagi Hasil Pajak
	

	2
	01
	03
	4
	1
	1
	1
	………………………………………………………………………………………………
	

	2
	01
	03
	4
	1
	1
	2
	………………………………………………………………………………………………
	

	2
	01
	03
	4
	1
	1
	….
	………………………………………………………………………………………………
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	01
	03
	4
	1
	2
	
	Belanja Bagi Hasil Bukan Pajak 
	

	2
	01
	03
	4
	1
	2
	1
	………………………………………………………………………………………………
	

	2
	01
	03
	4
	1
	2
	2
	………………………………………………………………………………………………
	

	2
	01
	03
	4
	1
	1
	…..
	………………………………………………………………………………………………
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	01
	03
	4
	2
	
	
	BELANJA BANTUAN KEUANGAN
	

	2
	01
	03
	4
	2
	1
	
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
	

	2
	01
	03
	4
	2
	1
	1
	………………………………………………………………………………………………
	

	2
	01
	03
	4
	2
	1
	2
	………………………………………………………………………………………………
	

	2
	01
	03
	4
	2
	1
	….
	………………………………………………………………………………………………
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	01
	03
	4
	2
	2
	
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan
	

	2
	01
	03
	4
	2
	2
	1
	………………………………………………………………………………………………
	

	2
	01
	03
	4
	2
	2
	2
	………………………………………………………………………………………………
	

	2
	01
	03
	4
	2
	2
	….
	………………………………………………………………………………………………
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	01
	03
	4
	2
	3
	
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Organisasi Kemasyarakatan
	

	2
	01
	03
	4
	2
	3
	1
	………………………………………………………………………………………………
	

	2
	01
	03
	4
	2
	3
	2
	………………………………………………………………………………………………
	

	2
	01
	03
	4
	2
	3
	….
	………………………………………………………………………………………………
	


	KODE REKENING
	URAIAN
	Jumlah

	1
	2
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	01
	03
	4
	2
	4
	
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Organisasi Profesi
	

	2
	01
	03
	4
	2
	4
	1
	………………………………………………………………………………………………
	

	2
	01
	03
	4
	2
	4
	2
	………………………………………………………………………………………………
	

	2
	01
	03
	4
	2
	4
	….
	………………………………………………………………………………………………
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	01
	03
	4
	2
	5
	
	Belanja PILKADA
	

	2
	01
	03
	4
	2
	5
	1
	Belanja KPUD .......................
	

	2
	01
	03
	4
	2
	5
	2
	Belanja Panwas  .............................
	

	2
	01
	03
	4
	2
	5
	…
	………………………………………………………………………………………………
	

	Jumlah
	

	

	Catatan
	Pimpinan

	1. 
Rincian kode rekening 2.01.03.4.2.5.1. Belanja KPUD ....... tercantum dalam Lampiran I dan rincian kode rekening 2.01.03.4.2.5.1. Belanja Panwas ............ tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari formulir S3B3 ini.
	Nama Daerah, Tanggal/Bulan/Tahun

Jabatan Pimpinan Unit Kerja

ttd

	
	Nama  : ……………………………….

	
	NIP.

	Keterangan
:
	

	Tanggal Pembahasan
:
	

	Catatan Hasil Pembahasan  
:

	

	1.
	

	2.
	

	dst
	

	

	Tim Anggaran Eksekutif Daerah:

	No
	Nama
	NiP
	Jabatan
	Tandatangan

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	dst
	
	
	
	



Cara Pengisian Formulir S3B3

1. Provinsi/kabupaten/kota diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

2. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang  direncanakan.

3. Bidang Pemerintahan  diisi dengan nomor kode bidang dan nama bidang pemerintahan daerah yang ditangani satuan kerja perangkat daerah.

4. Perangkat daerah diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama satuan kerja perangkat daerah.

5. Kolom 1 (kode rekening)  diisi dengan dengan nomor kode rekening kelompok/jenis/objek/rincian objek belanja bagi hasil dan bantuan keuangan . 

6. Kolom 2 (uraian) diisi dengan nama kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja bagi hasil dan bantuan keuangan. 

7. Kolom 3 (jumlah rupiah) diisi dengan jumlah uraian rincian obyek. Setiap jumlah uraian rincian obyek belanja bagi hasil dan bantuan keuangan dijumlahkan menjadi jumlah rincian obyek belanja bagi hasil dan bantuan keuangan. Setiap jumlah rincian obyek belanja bagi hasil dan bantuan keuangan pada masing-masing obyek belanja bagi hasil dan bantuan keuangan selanjutnya dijumlahkan menjadi obyek belanja bagi hasil dan bantuan keuangan berkenaan. Setiap obyek belanja bagi hasil dan bantuan keuangan pada masing-masing jenis belanja bagi hasil dan bantuan keuangan kemudian dijumlahkan menjadi jumlah jenis belanja bagi hasil dan bantuan keuangan.

8. Baris jumlah pada kolom 3 merupakan penjumlahan dari seluruh jenis belanja bagi hasil dan bantuan keuangan yang tercantum dalam kolom 3. 

9. Tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan S3B3.

10. Formulir S3B3 ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dengan mencantumkan  nama dan  NIP yang bersangkutan.

11. Keterangan diisi dengan tanggal pembahasan formulir S3B3 oleh tim anggaran eksekutif daerah. Apabila terdapat catatan dari hasil pembahasan oleh tim anggaran eksekutif untuk mendapatkan perhatian Sekretaris Daerahdicantumkan dalam kolom catatan hasil pembahasan.

12. Seluruh anggota tim anggaran eksekutif daerah menandatangani formulir S3B3 yang telah dibahas yang dilengkapi dengan nama, NIP dan jabatan . 

13. Formulir  S3B3 dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.

14. Apabila  Formulir S3B3  lebih dari satu halaman setiap halaman diberi nomor urut halaman.


Halaman … dari ….

	RENCANA ANGGARAN SATUAN KERJA
	S3B3.1

	Provinsi/Kabupaten/Kota …….

Tahun Anggaran …

	Bidang Pemerintahan
	:  xx 
……………………………………………………………….

	Perangkat Daerah
	:  xx . xx
……………………………………………………………….

	RINCIAN ANGGARAN BELANJA KPUD 

	NOMOR URUT
	URAIAN
	Jumlah

	1
	2
	3

	1
	
	Belanja Pegawai
	

	1
	1
	Honorarium
	

	
	
	a. KPUD ............
	

	
	
	Ketua 
	

	
	
	Anggota
	

	
	
	
	

	
	
	b. Sekretariat KPUD ...............
	

	
	
	Sekretaris 
	

	
	
	...................
	

	
	
	
	

	
	
	c.  .............................
	

	
	
	
	

	1
	2
	...........................................
	

	
	
	
	

	2
	
	Belanja Barang/Jasa
	

	2
	1
	...........................................
	

	
	
	
	

	3
	
	Belanja Operasi
	

	3
	1
	...........................................
	

	
	
	Jumlah
	

	4
	
	Belanja Kontijensi
	

	
	
	
	

	Jumlah 
	

	

	Catatan
	Pimpinan

	
	Nama Daerah, Tanggal/Bulan/Tahun

Jabatan Pimpinan Unit Kerja

ttd

	
	Nama  : ……………………………….

	
	NIP.

	Keterangan
:
	

	Tanggal Pembahasan
:
	

	Catatan Hasil Pembahasan  
:

	

	1.
	

	2.
	

	dst
	

	

	Tim Anggaran Eksekutif Daerah:

	No
	Nama
	NiP
	Jabatan
	Tandatangan

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	dst
	
	
	
	



Cara Pengisian Lampiran I Formulir S3B3.1 

1. Provinsi/kabupaten/kota diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

2. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang  direncanakan.

3. Bidang Pemerintahan  diisi dengan nomor kode bidang dan nama bidang pemerintahan daerah yang ditangani satuan kerja perangkat daerah.

4. Perangkat daerah diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama satuan kerja perangkat daerah.

5. Kolom 1 (Nomor Urut)  diisi dengan dengan nomor urut belanja.

6. Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian rincian belanja KPUD yang digunakan untuk belanja KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan anggaran yang diusulkan. 

7. Kolom 3 (jumlah rupiah) diisi dengan jumlah uraian rincian belanja, kemudian masing-masing dijumlahkan menjadi jumlah anggaran belanja pegawai, barang/jasa, operasi dan kontijensi.

8. Baris jumlah pada kolom 3 merupakan penjumlahan dari seluruh belanja pegawai, barang/jasa, operasi dan kontijensi dalam kolom 3. 

9. Tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan S3B3.1.

10. Formulir S3B3.1 ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dengan mencantumkan  nama dan  NIP yang bersangkutan.

11. Keterangan diisi dengan tanggal pembahasan formulir S3B3.1 oleh tim anggaran eksekutif daerah. Apabila terdapat catatan dari hasil pembahasan oleh tim anggaran eksekutif daerah untuk mendapatkan perhatian Sekretaris Daerah dicantumkan dalam kolom catatan hasil pembahasan.

12. Seluruh anggota tim anggaran eksekutif daerah menandatangani formulir S3B3.1 yang telah dibahas yang dilengkapi dengan nama, NIP dan jabatan . 

13. Formulir  S3B3.1 dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.

14. Apabila  Formulir S3B3.1  lebih dari satu halaman setiap halaman diberi nomor urut halaman.

Halaman … dari ….

	RENCANA ANGGARAN SATUAN KERJA
	S3B3.1

	Provinsi/Kabupaten/Kota …….

Tahun Anggaran …

	Bidang Pemerintahan
	:  xx 
……………………………………………………………….

	Perangkat Daerah
	:  xx . xx
……………………………………………………………….

	RINCIAN ANGGARAN BELANJA PANWAS

	NOMOR URUT
	URAIAN
	Jumlah

	1
	2
	3

	1
	
	Belanja Pegawai
	

	1
	1
	Honorarium
	

	
	
	a. Panitia Pengawas ........
	

	
	
	Ketua 
	

	
	
	Anggota
	

	
	
	
	

	
	
	b. Sekretariat Panitia Pengawas ...........
	

	
	
	Sekretaris 
	

	
	
	...................
	

	
	
	c.  .............................
	

	
	
	
	

	1
	2
	...........................................
	

	
	
	
	

	2
	
	Belanja Barang/Jasa
	

	2
	1
	...........................................
	

	
	
	
	

	3
	
	Belanja Operasi
	

	3
	1
	...........................................
	

	
	
	Jumlah
	

	4
	
	Belanja Kontijensi
	

	
	
	
	

	Jumlah 
	

	

	Catatan
	Pimpinan

	
	Nama Daerah, Tanggal/Bulan/Tahun

Jabatan Pimpinan Unit Kerja

ttd

	
	Nama  : ……………………………….

	
	NIP.

	Keterangan
:
	

	Tanggal Pembahasan
:
	

	Catatan Hasil Pembahasan  
:

	

	1.
	

	2.
	

	dst
	

	

	Tim Anggaran Eksekutif Daerah:

	No
	Nama
	NiP
	Jabatan
	Tandatangan

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	dst
	
	
	
	



Cara Pengisian Lampiran II Formulir S3B3.1

1. Provinsi/kabupaten/kota diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

2. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang  direncanakan.

3. Bidang Pemerintahan  diisi dengan nomor kode bidang dan nama bidang pemerintahan daerah yang ditangani satuan kerja perangkat daerah.

4. Perangkat daerah diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama satuan kerja perangkat daerah.

5. Kolom 1 (Nomor Urut)  diisi dengan dengan nomor urut belanja.

6. Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian rincian belanja Panitia Pengawas yang digunakan untuk belanja Panitia Pengawas Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan. 

7. Kolom 3 (jumlah rupiah) diisi dengan jumlah uraian rincian belanja, kemudian masing-masing dijumlahkan menjadi jumlah anggaran belanja pegawai, barang/jasa, operasi dan kontijensi.

8. Baris jumlah pada kolom 3 merupakan penjumlahan dari seluruh belanja pegawai, barang/jasa, operasi dan kontijensi dalam kolom 3. 

9. Tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan S3B3.1.

10. Formulir S3B3.1 ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dengan mencantumkan  nama dan  NIP yang bersangkutan.

11. Keterangan diisi dengan tanggal pembahasan formulir S3B3.1 oleh tim anggaran eksekutif daerah. Apabila terdapat catatan dari hasil pembahasan oleh tim anggaran eksekutif daerah untuk mendapatkan perhatian Sekretaris Daerah dicantumkan dalam kolom catatan hasil pembahasan.

12. Seluruh anggota tim anggaran eksekutif daerah menandatangani formulir S3B3.1 yang telah dibahas yang dilengkapi dengan nama, NIP dan jabatan . 

13. Formulir  S3B3.1 dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.

14. Apabila  Formulir S3B3.1  lebih dari satu halaman setiap halaman diberi nomor urut halaman.





FORMAT





LAMPIRAN II 	Formulir S3B3 





LAMPIRAN I 	Formulir S3B3 











MENTERI DALAM NEGERI,











H. MOH. MA’RUF








FORMAT





FORMAT





LAMPIRAN  VI	PERATURAN  MENTERI DALAM NEGERI


NOMOR	:  


TANGGAL	:	 
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